BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.636, 2014 BPN. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PEGAWAI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pegawai dan
Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia,perlu dibuat Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pegawai dan Pegawai Tidak Tetapdi Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043;
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10.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang
Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 820);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;

Peraturan Menteri  Sekretaris Negara Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan
Dinas Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar
Negeri di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini yang dimaksud
dengan:
1. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan

Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama
untuk kepentingan dinas/Negara yang diselenggarakan atas inisiatif
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau atas inisiatif
pihak selain Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan
Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republikindonesia di luar negeri,
Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai adalah Pejabat/Pegawai Negeri di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, termasuk Pegawai Negeri
dari satuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah yang
diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai
yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Satuan Kerja adalah unit di lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia yang terdiri dari:

a. Unit Eselon Il di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat;
b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,

c. Kantor Pertanahan; dan

d. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara, Pemerintah Negara
Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Badan-Badan Khusus
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Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi/Lembaga Internasional
lainnya, Perguruan Tinggi, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat
Luar Negeridan Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara
Bagian/Daerah di Luar Negeri.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAa dalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada
Kantor/Satuan KerjaKementerian/Lembaga Negara.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Surat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesiayang selanjutnya
disebut Surat Persetujuan adalah dokumen resmi bagi suatu
perjalanan dinas luar negeri yang diproses dan diterbitkan oleh
Sekretariat Negara Republik Indonesia/Sekretariat KabinetRepublik
Indonesia.

Surat Izin adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang
selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan
kepada Pegawai dan Pegawai Tidak tetap yang berangkat ke luar
negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Izin Keluaradalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk
meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam
suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh
kedutaan negara bersangkutan.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

17.

(1)

5 2014, No.636

Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai dan Pegawai
Tidak Tetap yang mendapat penugasanmelakukan Perjalanan Dinas.
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan di
luar negeri untuk kepentingan dinas/Negara.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tugas belajar untuk menempuh pendidikan formal setingkat
Strata I, Strata Il, dan Strata lll;

b. kegiatan magang;

c. melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan Pihak Luar
Negeri;

d. mengikuti konferensi, sidang internasional, seminar, lokakarya,
rapat, studi banding, kunjungan kenegaraan, dan kegiatan yang
sejenis;

e. mengikuti pendidikan dan latihan, kursus singkat (short course)
atau kegiatan sejenis;

f.  menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Pegawali,
PTTatau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena
menjalankan tugas Negara.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya Perjalanan Dinas agar mendapatkan
manfaat, daya guna dan hasil guna bagi kepentingan pembangunan di
bidang pertanahan.

Tujuan diselenggarakannya Perjalanan Dinas untuk meningkatkan
pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia dalam rangka
kepentingan pembangunan di bidang pertanahan.

BAB Il
PROSEDUR PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Perjalanan Dinas terdiri dari:
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